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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan perlindungan atas hak 
pekerja/buruh outsourcing PT. GKS* yang dipekerjakan di PT. NCA* Kabupaten Gresik, upaya hukum 
serikat pekerja/serikat buruh dalam hal terjadi pelanggaran hak pekerja/buruh outsourcing Kabupaten 
Gresik, dan bentuk pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik terhadap 
pelaksanaan outsourcing. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Informan 
penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, maka yang dijadikan informan adalah Chief 
Accounting PT. GKS, kepala personalia PT. NCA, pegawai pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Gresik, 
ketua serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik, Pekerja/buruh outsourcing PT. GKS yang 
dipekerjakan di PT. NCA Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data kemudian verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perlindungan 
atas hak pekerja/buruh outsourcing PT. GKS yang dipekerjakan di PT. NCA dalam perjanjian kerja 
belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh adalah sebagai 
pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama, mewakili pekerja dalam hal penyelesaian hubungan 
industrial, melakukan aksi mogok kerja. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Gresik dengan mengirim tim pengawas keperusahaan, memberikan pembinaan, memberikan 
rekomendasi terhadap sanksi atas pelanggaran. 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Outsourcing. 
Abstract 
This research aims to know  the implementation of the protection of workers' rights/labor outsourcing PT. 
GKS who are employed by PT Nusantara Citra Alam Raya, how the legal efforts made by the union/trade 
union in the event of violation of workers' rights/labor outsourcing in Gresik regency, and how the shape 
of the labor inspection conducted by the Department of Manpower to the implementation of the 
outsourcing Gresik in Gresik regency.This research has a qualitative approach. Research informan 
choosed by sampling purposive. the parties that can be used as informants in research is the Accounting 
Officer of PT. GKS, the head of personnel PT. NCA, labor inspectors Gresik regency, chairman of the 
trade union/labor union Gresik regency, Labor /labor outsourcing PT. GKS who are employed by PT. 
NCA Gresik regency.Data collection technique used interviews, observation, and documentation. Data 
analyzed by using documentasion and data reduction, data presentation and then verify/conclusion. The 
result show that the Implementation of labor protection in PT Gresik Kian Sejahtera who are employed by 
PT. NCA haven’t meet the requirements as stated in the agreement as in law number 13 year 2003 on 
Manpower. Legal efforts undertaken by the union/labor union is a party to the collective bargaining 
agreement making, represent workers in terms of settlement of industrial relations, labor strike. Form of 
supervision conducted by the Department of Labor Gresik to send a team of supervisors keperusahaan, 
provide guidance, provide recommendations on sanctions for violations. 
Keywords: Jurisdictional Protection, Outsourcing 
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PENDAHULUAN  
Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan  manusia Indonesia seutuhnya dan 
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan 
makmur yang merata baik materil maupun spiritual 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
                               
*inisial nama perusahaan ini sengaja dibuat untuk tujuan kerahasiaan, 
jika ada pihak-pihak pembaca yang berkepentingan ingin 
mengatahuinya, dapat menghubungi peneliti melalui e-mail diatas. 
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Di dalam pembangunan nasional, pekerja/buruh 
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting 
sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, “Pekerja/Buruh adalah 
setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain”. 
Perlindungan hukum terhadap hak pekerja/buruh 
merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan 
dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 27 ayat (2)  Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa 
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan 
demikian pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi 
oleh konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi 
manusia. Peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan perlindungan bagi pekerja/buruh yakni Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Perkembangan ekonomi global dan kemajuan 
teknologi yang demikian cepat membawa dampak 
timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat yang 
menyebabkan perusahaan melakukan proses efisiensi dan 
efektivitas perusahaan, salah satunya dengan mengurangi 
jumlah sumber daya manusia dalam hal ini pekerja/buruh 
yang ada. Salah satu cara untuk melakukan perampingan 
sumber daya manusia tersebut yaitu dengan 
menggunakan sistem outsourcing. Melalui sistem ini 
perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam 
membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di 
perusahaan yang bersangkutan (Wirawan, 
http://www.pikiranrakyat.com) 
Sistem outsourcing dapat diartikan sebagai 
penyerahan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi 
pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan 
pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis 
(Rahayu, 2011:214). Dalam hukum ketenagakerjaan di 
Indonesia pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, sistem outsourcing diartikan 
sebagai pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa tenaga 
kerja.  
Perusahaan yang menggunakan sistem outsourcing 
akan menyebabkan kedudukan dan hubungan kerja antara 
pekerja/buruh outsourcing dan pengusaha menjadi tidak 
seimbang. Hal ini berdampak pada posisi tawar 
pekerja/buruh outsourcing menjadi semakin lemah 
karena tidak ada kepastian kerja, kepastian upah, jaminan 
sosial tenaga kerja, jaminan kesehatan, pesangon jika di 
PHK, tunjangan-tunjangan dan kepastian lain. Selain itu 
akan memberi kesempatan yang lebih mudah bagi 
perusahaan yang bersangkutan untuk menambah atau 
mengurangi kesempatan kerja pada pekerja/buruh 
sehingga dapat merugikan pekerja/buruh tersebut.  
Keadaan pekerja/buruh yang hak-haknya 
diabaikan oleh pengusaha tersebut seolah-olah 
mendapatkan pembenaran dari pemerintah melalui 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan khususnya pada pasal 64, secara tersurat 
memang disebutkan bahwa : 
”Perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya 
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 
tertulis”. 
Secara sosial ekonomis kedudukan pekerja/buruh 
adalah tidak bebas. Mengingat kedudukan pekerja/buruh 
yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya 
campur tangan pemerintah untuk memberikan 
perlindungan hukumnya terutama bagi pekerja/buruh 
outsourcing dimana untuk pemerolehan hak-hak 
pekerja/buruh belum bisa terlaksana dengan baik 
(Rahayu, 2011:14) 
Sebagai salah satu kota industri, Kabupaten Gresik 
mempunyai banyak perusahaan dengan jumlah 
pekerja/buruh yang sangat besar. Bahwa perusahaan-
perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik dituntut untuk 
mensejahterakan kehidupan yang layak bagi 
pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Dengan 
adanya tuntutan tersebut menyebabkan hubungan yang 
tidak baik antara pekerja/buruh dengan pengusaha. 
Seperti dalam waktu terakhir ini tepatnya pada bulan 
Oktober 2012, ratusan pekerja/buruh yang tergabung 
dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) 
melakukan unjuk rasa  ke DPRD Gresik untuk menuntut 
hapus outsourcing dan tolak upah murah. 
(http://www.tribunnews.com) 
Tuntutan pengahapusan outsourcing juga terjadi 
pada saat peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) 
tahun 2012 di Bundaran Hotel Indonesia, Serikat Pekerja 
Seluruh Indonesia menuntut sistem kerja outsourcing 
dihapus. (http://www.tribunnews.com). Sistem ini 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dalam 
memberikan jaminan perlindungan hak kepada setiap 
warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan 
penghidupan yang layak.  
Aksi menolak legalisasi sistem outsourcing dilatar 
belakangi pemikiran bahwa sistem ini merupakan corak 
kapitalisme modern yang akan membawa kesengsaraan 
bagi pekerja/buruh, dan memberikan kesempatan yang 
seluas luasnya bagi pengusaha mendominasi hubungan 
industrial dengan perlakuan-perlakuan kapitalis yang 
oleh Karl Marx dikatakan sebagai keuntungan kapitalis 
menjadi basis eksploitasi tenaga kerja (GeorgeRitzer, 
2004:29) 
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Seperti yang terjadi pada pekerja/buruh 
outsourcing PT. GKS yang bekerja di PT. NCA 
Kabupaten Gresik yang tidak mendapatkan haknya 
sebagai pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Pada 
wawancara pendahuluan yang saya lakukan pada bulan 
Pebruari 2013 kepada pekerja/buruh outsourcing di 
perusahaan tersebut mengatakan bahwa pekerja/buruh 
outsourcing tidak mendapatkan upah sesuai ketentuan 
upah minimum Kabupaten Gresik, tidak adanya program 
jaminan sosial tenaga kerja, dan minimnya tunjangan hari 
raya yang didapat oleh pekerja/buruh outsourcing pada 
tahun 2012 dan tidak diterapkannya norma Keselamatan 
dan Kesehatan kerja (K3) yang berupa alat pelindung diri 
(APD) keselamatan dan kesehatan saat kerja. 
Sebenarnya terkait dengan upaya pemenuhan hak 
pekerja/buruh ada pihak yang dapat membantu 
pekerja/buruh untuk mendapatkan haknya, yaitu Serikat 
pekerja/Serikat buruh. Selain serikat pekerja/Serikat 
buruh, bahwa hubungan industrial juga melibatkan pihak 
pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas 
Tenaga Kerja dalam kaitannya melakukan fungsi sebagai 
pengawasan ketenagakerjaan. Sebagaimana ketentuan 
dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa “Pengawasan 
Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan 
menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
di bidang ketenagakerjaan”.. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 
di atas,  permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 
adalah: (1) bagaimana pelaksanaan perlindungan atas hak 
pekerja/buruh outsourcing PT. GKS yang dipekerjakan di 
PT. NCA? (2) bagaimana upaya hukum yang dilakukan 
oleh Serikat pekerja/Serikat buruh dalam hal terjadi 
pelanggaran hak pekerja/buruh outsourcing di kabupaten 
Gresik? (3) bagaimana bentuk pengawasan 
ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan outsourcing di 
Kabupaten Gresik? 
 
METODE 
Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif yang mendeskripsikan 
bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak 
pekerja/buruh outsourcing di Kabupaten Gresik. 
Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan 
Taylor (dalam Moleong, 2006:4) adalah prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati. 
 
 
 
Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini bertempat di PT. GKS di Jalan R.S. 
Gresik dan PT. NCA di Jalan R.C Gresik. Alasan 
menggunakan perusahaan tersebut bahwa praktik 
outsourcing yang dilakukan banyak menimbulkan 
permasalahan hukum ketenagakerjaan. Pada wawancara 
pendahuluan yang saya lakukan kepada pekerja/buruh 
outsourcing pada bulan Pebruari 2103 bahwa 
pekerja/buruh outsourcing yang dipekerjakan di PT. 
NCA tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja/buruh 
diantaranya masalah pengupahan yang lebih rendah dari 
ketentuan upah minimum Kabupaten Gresik, tidak 
adanya program jaminan sosial tenaga kerja, minimnya 
tunjangan hari raya yang didapat oleh pekerja/buruh 
outsourcing pada tahun 2012 dan tidak diterapkannya 
norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) yang 
berupa alat pelindung diri (APD) keselamatan dan 
kesehatan saat kerja. Kemudian Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Gresik di jalan Dr. Wahidin Sudirohisodo 233 
Gresik, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja mempunyai 
peran yang penting dalam kaitannya dengan 
permasalahan ketenagakerjaan yang akan diwakili oleh 
bagian pengawasan ketenagakerjaan Kabupaten Gresik, 
Sekretariat Bersama Dewan Pimpinan Cabang Serikat 
Pekerja/Buruh Kabupaten Gresik di Jalan Dr. Wahidin 
Sudirohusodo No. 137 Gresik, bahwa keberadaan 
Sekretariat Bersama di Kabupaten Gresik adalah untuk 
memebentuk kesatuan dari federasi-federasi serikat 
pekerja/buruh yang ada di Kabupaten Gresik. Serikat 
pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi sebagai wakil 
pekerja/buruh dalam hubungan industrial 
Waktu penelitian  adalah lamanya waktu yang 
diperlukan untuk kegiatan penelitian  yaitu mulai dari 
proses penyusunan proposal penelitian sebagai langkah 
awal selanjutnya pengambilan data hingga revisi dan 
penggandaan hasil penelitian. 
Subjek Penelitian 
Penentuan subjek penelitian dipilih melalui teknik 
purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 
pengambilan sampel sumber data berdasarkan 
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:85). Yang 
dimaksud pertimbangan tertentu dalam hal ini yaitu 
pemilihan informan didasarakan pada pertimbangan 
bahwa informan memiliki pengetahuan mengenai bentuk 
perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh outsourcing 
di Kabupaten Gresik. Adapun  informan  dalam  
penelitian  ini  Chief Accounting PT. GKS. Kepala 
Personalia PT. NCA, Pegawai pengawas ketenagakerjaan 
Kabupaten Gresik, Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
Kabupaten Gresik, Pekerja/buruh outsourcing PT. GKS 
yang dipekerjakan di PT. NCA Kabupaten Gresik 
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Jenis  dan Sumber Data 
Sumber data ialah sumber-sumber penyediaan 
informasi yang mendukung penulis. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 
2006:157) adalah sumber data utama dalam penelitian 
kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya 
adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen. Hal ini 
dikarenakan dalam penelitian kulitatif cenderung 
mengutamakan wawancara (interview) dengan Chief 
Accounting PT. GKS, Kepala Personalia PT. NCA, 
pekerja/buruh outsourcing, Ketua serikat pekerja/serikat 
buruh Kabupaten Gresik dan pegawai pengawas 
ketenagakerjaan Kabupaten Gresik 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, akan menggunakan 3 teknik 
pengumpulan data, yaitu 
1. Observasi 
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah observasi terus terang dimana peneliti 
melakukan pengumpulan data dengan menyatakan 
terus terang kepada sumber data bahwa peneliti 
sedang melakukan penelitian. Observasi terus terang 
dilakukan dengan cara melihat, mengamati secara 
langsung bagaimana pelaksanaan norma keselamatan 
dan kesehatan kerja pada pekerja/buruh outsourcing 
PT. GKS Yang Dipekerjakan di PT. NCA Kabupaten 
Gresik.  
2. Wawancara 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 
secara mendalam dengan menggunakan wawancara 
semiterstruktur (semistructure interview) yaitu mula – 
mula pewawancara menanyakan serentetan 
pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu 
persatu diperdalam dengan mengorek keterangan 
lebih lanjut. 
3. Dokumentasi 
Data-data yang didokumentasikan adalah 
perjanjian kerja antara pekerja/buruh outsourcing 
dengan PT. GKS sebagai perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh, data jumlah pekerja/buruh outsourcing 
PT. GKS yang dipekerjakan di PT. NCA Kabupaten 
Gresik dan data rekapan gaji pekerja/buruh 
outsourcing PT. GKS yang dipekerjakan di PT. NCA 
Kabupaten Gresik 
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini (Sugiyono, 2008:92) adalah : 
1. Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data pada penelitian 
kualitatif ini barupa kata bukan rangkaian angka. Data 
yang dikumpulkan berasal dari berbagai teknik 
misalnya dengan observasi, wawancara terbuka semi 
terstruktur dan dokumentasi. Ketika mendapatlkan 
informasi pada data akan ada perubahan pada saat itu 
juga tanpa harus menunggu data terkumpul semuanya. 
2. Reduksi Data 
Data yang diperoleh dari lapangan secara 
jawabannya cukup banyak, untuk itu maka perlu 
dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera 
dilakukan analisis data melalui reduksi data.  
3. Penyajian Data 
Penelitian ini menyajikan teks naratif yang 
menggambarkan objek yang diteliti, yaitu bagaimana 
perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing 
PT. GKS yang dipekerjakan di PT. NCA Kabupaten 
Gresik. 
4. Kesimpulan 
Berikutnya kesimpulan dalam penelitian 
kualitaitf adalah merupakan temuan baru yang 
sebelumnya belum pernah ada.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Pelaksanaan perlindungan atas hak pekerja/buruh 
outsourcing PT. GKS yang dipekerjakan di PT. NCA 
Kabupaten Gresik. Pelaksanaan perlindungan atas hak 
pekerja/buruh outsourcing PT. GKS dapat dilihat dari 
perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh yakni PT. GKS dengan pekerja/buruh 
outsourcing. Untuk itu akan disajikan  dalam dua bagian 
yaitu : 
1. Perjanjian kerja antara PT. GKS dan pekerja/buruh 
outsourcing 
a. Bentuk Perjanjian Kerja 
Bentuk perjanjian kerja antara pekerja/buruh 
outsourcing dengan PT. GKS yakni berupa 
perjanjian kerja secara tertulis.  
b. Jenis Pekerjaan 
Jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh 
pekerja/buruh outsourcing dapat dilihat dalam pasal 
2, yang menyebutkan bahwa “Pekerjaan yang akan 
diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada 
PIHAK KEDUA adalah………….” 
Dalam pasal tersebut disebutkan mengenai jenis 
pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pekerja/buruh 
outsourcing. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Ibu Anis (22 April 2013) bahwa sesuai kesepakatan 
dengan pekerja/buruh outsourcing dalam perjanjian 
kerja ditempatkan di bagian produksi. Jadi dapat 
dikatakan bahwa pekerjaan ini bukan merupakan 
pekerjaan penunjuang dalam perusahaan pemberi 
kerja.  
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c. Waktu Kerja 
Waktu kerja tertuang dalam isi perjanjian 
kerja yang terdapat dalam pasal 7, yang 
menyatakan bahwa: 
1. PIHAK KEDUA bekerja selama 5 hari kerja 
dalam seminggu 
2. Apabila PIHAK PERTAMA meminta PIHAK 
KEDUA untuk bekerja di luar jam kerja 
sebagaimaan disebut pada ayat 1 maka PIHAK 
KEDUA berhak mendapat upah lembur sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan 
tersebut. 
Berdasarkan pasal tersebut bahwa perjanjian 
kerja ini tidak mengatur tentang jumlah jam kerja, 
hanya mengatur tentang jumlah hari kerja dalam 
satu minggu yaitu selama 5 hari kerja, apabila 
pekerja/buruh melakukan pekerjaan di luar jam 
kerja tersebut maka pekerja/buruh mendapatkan 
upah lembur.   
d. Upah 
Besarnya upah dan cara pembayarannya 
tertuang dalam isi perjanjian kerja dalam pasal 6, 
yang menyatakan : 
1. PIHAK PERTAMA setuju dan bersedia 
memberikan gaji kepada PIHAK KEDUA 
sebesar Rp. 50.280,00 setiap hari kehadiran 
kerja PIHAK KEDUA. 
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak hadir, dengan 
alasan apa pun maka PIHAK PERTAMA tidak 
membayarkan gaji kepada PIHAK KEDUA. 
3. Pembayaran gaji oleh PIHAK PERTAMA 
kepada PIHAK KEDUA dilakukan 1 kali dalam 
2 minggu yakni pada setiap tanggal 1 dan 16 
Besarnya upah yang didapat oleh 
pekerja/buruh outsourcing PT. GKS yakni sebesar 
Rp. 50.280,00 setiap kehadiran pekerja. Dimana 
pembayarannya dilakukan satu kali dalam dua 
minggu yakni pada tanggal 1 dan 16.  
Jadi dalam hal ini apabila pekerja/buruh 
dalam waktu kerja 5 hari dalam satu minggu, maka 
dalam satu bulan pekerja/buruh kurang lebih 
bekerja dalam 21 hari. Dengan ketentuan upah Rp. 
50.280,00 tiap hari, maka Rp. 50.280,00 x 21 hari 
kerja = Rp. 1.055.880,00. Jadi pekerja/buruh dalam 
satu bulan mendapatkan upah sebesar Rp 
1.055.880,00 
e. Uang Pesangon/ Uang Penghargaan Masa Kerja/ 
Uang Penggantian Hak 
Di dalam perjanjian kerja yang dibuat antara 
pekerja outsourcing dan perusahaan, terdapat surat 
pernyataan yang isinya mengenai identitas pekerja 
dan pernyataan berisi  
“Tidak menuntut uang pesangon atau ganti 
rugi apabila sewaktu-waktu dikeluarkan oleh 
perusahaan karena melanggar aturan-aturan 
yang berlaku” 
 
Pemutusan hubungan kerja terjadi apabila 
dalam beberapa hal yaitu akibat perjanjian kerja 
jangka waktu tertentu, pekerja/buruh meninggal 
dunia, pekerja/buruh memasuki usia pension, PHK 
atas penetapan pengadilan, PHK atas kehendak 
pekerja/buruh dan PHK atas kehendak pengusaha 
(DeviRahayu, 223-230). Berdasarkan pernyataan 
dalam perjanjian kerja bahwa pemutusan hubungan 
kerja yang dimaksud merupakan pemutusan 
hubungan kerja oleh pengusaha, dikatakan bahwa 
pekerja/buruh tidak menuntut uang pesangon atau 
ganti rugi apabila dikeluarkan oleh perusahaan 
karena melanggar aturan-aturan yang berlaku.  
f. Tunjangan  
Mengenai tunjangan juga diatur dalam 
perjanjian kerja yang menyatakan bahwa pekerja 
tidak menuntut besarnya uang tunjangan hari raya, 
sebagaimana yang termuat dalam surat pernyataan, 
bahwa “ Tidak menuntut besarnya uang THR yang 
diberikan oleh PT. GKS “ 
 
2. Pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja/buruh 
outsourcing PT. GKS di PT. NCA 
a. Jangka Waktu Hubungan Kerja 
Bahwa dalam pelaksanannya dapat dikatakan 
perjanjian ini tidak diperpanjang oleh perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh melihat perjanjian 
kerja yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan 
berakhir pada bulan Mei 2013. Seperti yang 
dikatakan oleh Ibu Anis selaku Chief Accounting 
PT. GKS (3 Juni 2013) bahwa perjanjian ini tidak 
diperpanjang karena perusahaan pemberi kerja tidak 
ada produksi lagi atau tidak ada lagi pekerjaan yang 
dikerjakan oleh pekerja/buruh outsourcing tersebut. 
Berikut penuturannya : 
“..GKS dengan NCA ini sudah menjalin 
hubungan kerja selama satu tahun.. dan 
berakhir bulan Mei lalu…NCA gak ada 
produksi,,kalau gak ada ya dengan pekerja 
kita gak ada perpanjangan,, kita gak ada 
hubungan lagi dengan pekerjanya itu..”  
hal ini juga dikatakan oleh Bapak 
Purwantoko selaku kepala personalia PT. NCA (10 
Juni 2013), bahwa “…perusahaan ini sudah tidak 
ada produksi lagi,, jadi kita tidak pakai pekerja dari 
GKS..”. 
b. Jenis Pekerjaan 
Dalam pelaksanaan outsourcing 
pekerja/buruh PT. GKS yang bekerja di PT. NCA 
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bahwa pekerja melakukan pekerjaan di bagian 
produksi dan security. Seperti yang diungkapkan 
Ibu Anis (22 April 2013), bahwa: 
"..pekerja kami ini yang bekerja di NCA 
bekerja di bagian produksi dan satpam,,. ada 
bagian masing-masing..kita tempatkan sesuai 
keahlian masing-masing pekerjanya..”  
Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Bapak 
Purwantoko  (24 April 2013) yang mengatakan 
bahwa “..pekerja dari GKS itu ada di bagian 
produksi dan satpam mbak…ada bagian masing-
masing..”. Sama halnya yang dikatakan oleh 
Sukriyanto selaku pekerja outsourcing PT. GKS (6 
Mei 2013) yang mengatakan bahwa “kalau saya ini 
bekerja di bagian finger joint,, itu ya bagian 
produksi mbak,,” 
c. Waktu Kerja 
Dalam pelaksanaan outsourcing 
pekerja/buruh PT. GKS yang bekerja di PT. NCA 
terkait waktu kerja yang dilakukan selama 5 hari 
kerja Senin – Jumat pukul 07.00 WIB – 16.00 WIB 
dengan istirahat: 
Senin s/d Kamis: Jam 11.30 WIB – 12.30 WIB  
Istirahat Jum’at : Jam 11.30 WIB – 13.00 WIB.  
Total jam kerja dalam seminggunya adalah 
40 (empat puluh) jam. Pernyataan ini berdasarkan 
hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Edy 
yang merupakan salah satu pekerja/buruh 
outsourcing PT. GKS (6 Mei 2013 ), yang 
menyatakan bahwa: 
“..kalau kerja kita ini satu minggu masuk 
lima hari,,, seharinya delapan jam… terus 
istirahat satu jam… jam setengah dua belas 
sampe jam setengah satu… masuknya itu ya 
jam 7 sampe jam 4 mbak.. apabila melebihi 
jam itu ya masuk kerja lembur..”  
d. Upah 
Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu 
pekerja/buruh outsourcing PT. GKS bernama 
Sukriyanto (6 Mei 2013), menyatakan bahwa: 
“..gajiane itu harian,, perhari nek sak 
durunge kenaikan itu lima puluh..trus 
lembure tujuh setengah, trus pas kenaikan ini 
ya enam puluh enam ket bulan Mei.. trus nek 
lembure sembilan setengah.. saya juga dapat 
tunjangan jabatan mbak.. gak semua dapat.. 
tergantung pekerjaane gimana mbak…tapi 
tunjangan itu dikasihnya saat gajian tanggal 
16 aja mbk…”. 
Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh Edy (6 
Mei 2013), bahwa: 
“..gaji kita kan dibayar berdasarkan masuk 
kerja kita mbak.. itungane harian.. gajinya 
tiap hari yang dulu lima puluh ribu,, dari 
bulan Mei sampe April kalau gak salah,, iya 
april… lembur tujuh ribu lima ratus,, kalau 
waktu pas bulan mei kan naik jadi enam 
enam ribu,, lemburnya Sembilan ribu lima 
ratus… pembayarannya itu tiap tanggal satu 
dan enam belas.. ” 
e. Uang Pesangon 
Di dalam perjanjian kerja yang dibuat antara 
pekerja/buruh outsourcing dan perusahaan terdapat 
surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerja 
tidak menuntut uang pesangon atau ganti rugi 
apabila sewaktu-waktu dikeluarkan oleh 
perusahaan karena melanggar aturan-aturan yang 
berlaku. Dalam pelaksanaan pekerjaan oleh 
pekerja/buruh outsourcing PT. GKS selama 
hubungan kerja berlangsung tidak ditemukan suatu 
pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha akibat 
pekerja/buruh yang melanggar aturan yang berlaku. 
Seperti penuturan oleh Ibu Anis (29 April 2013), 
yang mengatakan bahwa: 
“..selama hubungan kerja ini tidak ada 
mbak,, pekerja yang diberhentikan… 
semuanya bekerja sampai batas waktu yang 
diperjanjikan dalam perjanjian kerja itu..”  
Dalam hal lain dapat terjadi pada 
pelaksanaan outsourcing di PT. NCA adalah 
pemutusan hubungan kerja yang terjadi akibat 
berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi 
apabila telah berakhir waktu perjanjian kerja waktu 
tertentu maka hubungan kerja akan putus demi 
hukum, artinya hubungan kerja tersebut harus putus 
dengan sendirinya karena telah berakhirnya 
hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja 
waktu tertentu untuk pertama kali, dalam 
pelaksanaanya, pekerja/buruh outsourcing PT. GKS 
tidak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan, 
dimana hubungan kerja yang terjadi telah putus 
demi hukum. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Anis 
(3 Juni 2013) bahwa “…kalau uang pesangon gitu 
ya pekerja gak dapat mbak….gak pakai gitu..”. 
f. Tunjangan 
Dalam pelaksanaan pekerjaan, pekerja/buruh 
outsourcing pada tahun 2011 mendapatkan 
tunjangan  hari raya yang berbentuk uang. Besarnya 
THR didapat dari pemotongan gaji karyawan 
dimana besarnya upah yang diterima dalam 
perjanjian kerja oleh pekerja/buruh adalah Rp. 
50.280,00 tiap hari kerja namun dalam 
pelaksanaannya pekerja mendapatkan upah Rp. 
50.000,00 tiap hari kerja. Maka untuk sisanya yakni 
Rp. 280,00 dimasukkan ke dalam simpanan yang 
kemudian akan diberikan kepada pekerja/buruh 
outsourcing dalam bentuk tunjangan hari raya. 
mengenai hal ini disebutkan oleh Ibu Anis (3 Juni 
2013) yang menyatakan bahwa: 
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“.. itu ada namanya saving karyawan mbak,, 
jadi kan seharusnya mendapat upah lima 
puluh lebih dua ratus delapan puluh,, itu 
tidak kita berikan semua,, yang lebih itu 
dibuat saving.. saving itu istilahnya ya…. 
apa….. ya begitulah mbak… ya itu 
rencananya nanti dikembalikan lagi ke 
pekerja waktu THRan…” 
Dalam pelaksanaan pemberian besarnya 
tunjangan hari raya tahun 2012 diungkapkan oleh 
Fidayanti (7 Mei 2013), bahwa “..pekerja tahun lalu 
dapat uang…uang lima belas ribu tok mbak,,,” . 
g. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Berdasarkan hasil pengamatan (14 Mei 
2013) bahwa pekerja/buruh outsourcing tidak 
menggunakan pelindung kepala atau helm, tidak 
menggunakan pelindung telinga, tidak 
menggunakan pelindung wajah, tidak menggunakan 
masker atau pelindung mulut, tidak menggunakan 
pelindung tangan/jari yang berupa sarung tangan 
serta tidak menggunakan pelindung kaki/sepatu.  
h. Kesejahteraan 
Dalam hal kesejahteraan, pelaksanaan 
outsourcing PT. GKS mengikutkan pekerja/buruh 
dalam asuransi kecelakaan kerja yang berbentuk 
program MNC live yang mempunyai masa berlaku 
sampai 31 Desember 2013. Untuk ikut dalam 
asuransi ini, pekerja/buruh diminta untuk 
membayar premi sebesar Rp. 55.000,00 pada awal 
hubungan kerja dibuat, seperti yang diungkapkan 
oleh Andik (7 Mei 2013) bahwa: 
“Jamsostek gak ada,, adanya cuma 
asuransi,, asuransi apa ya,, modelnya kayak  
MNC live,, itu asuransi kecelakan tok,, jadi 
kita itu bayar 55 ribu itu dapat kartu 
asuransi,, berlakuknya itu ada di kartunya 
itu,, ,, jadi kalau ada kecelakaan itu ya bisa 
di klaim,, ya semisal habis satu juta, ya 
berobat nanti bayar sendiri dulu,, nanti 
diklaimkan asuransi..” 
seperti halnya yang dikatakan oleh Ismu Alfan 
selaku pekerja outsourcing PT. GKS (7 Mei 2013,) 
bahwa: 
“ kalau jamsostek itu asuransi kecelakaan.. 
MNC live,, iki kartune (sambil 
menunjukkan kartu MNC live).. lah gini 
modele mbak,, waktu itu bayar 55 ribu pas 
diawal,,  berlakunya sampai 31 Desember 
2013.. kalau kita ada kecelakaan.. nanti kita 
dibuatkan surat pengantar dari GKS..”.. 
 
Upaya hukum yang dilakukan oleh Serikat 
pekerja/Serikat buruh dalam hal terjadi pelanggaran hak 
pekerja/buruh outsourcing di Kabupaten Gresik antara 
lain: 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 
Mashudi (1 Juli 2013) mengatakan bahwa: 
“..Kalau perjanjian kerja bersama ikut dalam 
pembuatan,, serikat pekerja itu kan mewakili 
anggotanya,,mengingatkan perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan ketenagakerjaan.. memang 
serikat pekerja itu ikut dalam pembuatan perjanjian 
kerja bersama,, setelah ada serikat pekerja harus 
membuat perjanjian kerja bersama.. kemudian juga 
dalam kaitanya penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial.. serikat pekerja bisa mewakili pekerja….  
Lah itu tadi bisa,, selain itu upaya lain ya 
melakukan mogok kerja bila perundingan yang kita 
lakukan itu gagal,, “ 
 
Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian 
kerja bersama dalam hal ini pengusaha memiliki 
kekuasaan untuk memerintah yang kemudian 
pengusaha yang menentukan segalanya termasuk 
salah satunya dalam pelaksanaan outsourcing yang 
menimbulkan banyak permasalahan ketenagakerjaan 
dimana pekerja dalam pembuatan perjanjian kerja 
mempunyai kedudukan yang lemah, seperti 
pengungkapan Bapak Kiswono (2 Juli 2013) 
mengatakan bahwa: 
“kedudukan pekerja itu lemah mbak,, 
pengusaha yang mempunyai kekuatan untuk 
memerintah dan menentukan segalanya.. 
misalanya saja dalam perjanjian kerja 
outsourcing.. banyak pelanggaran-pelanggaran 
itu… karena pekerja gak punya kekuatan itu 
tadi,,,” 
Dalam pembuatan perjanjian kerja bersama, 
kedua belah pihak yaitu serikat pekerja/buruh dan 
pengusaha mempunyai kedudukan yang sama untuk 
melakukan perundingan dan diberi hak untuk 
bersama-sama mengemukakan serta mempertahankan 
kepentingan masing-masing, Bapak Kiswono (2 Juli 
2013) mengatakan bahwa : 
“..dalam pembuatan PKB ini,, pihak-pihak 
mempunyai kedudukan yang sama,, jadi disini 
bisa mengemukakan, mempertahankan 
kepentingan masing-masing.. “ 
Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama yang 
mengatur syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiaban 
para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, apabila 
bertentangan maka akan batal demi hukum dan yang 
berlaku adalah peraturan perundang-undangan (pasal 
124 UU No. 13 Tahun 2003), sebagaimana yang 
dikatakan oleh Bapak Kiswono (2 Juli 2013) 
mengatakan bahwa: 
“…lah dalam pembuatan perjanjian kerja 
tersebut tidak boleh bertentangan dengan PKB 
yang dibuat oleh serikat pekerja dengan 
pengusaha,, disitu untungnya ada perjanjian 
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kerja bersama.. apabila bertentangan ya batal 
demi hukum,,dan yang berlaku itu selanjutnya 
ketentuan di PKB… ya kan PKB itu yang 
mengatur syarat syarat kerja, hak, kewajiban 
sesuai peraturan undang undang, bila 
bertentangan ya batal demi hukum,, kalau 
seperti itu kemudian yang berlaku adalah 
peraturan perundang-undangan…“. 
 
Sebagai pihak yang mewakili pekerja/buruh 
dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mashudi 
(1 Juli 2013), bahwa: 
“..kemudian juga dalam kaitanya penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial.. serikat 
pekerja bisa mewakili pekerja.. ada 4 macam 
perselisihan,, hak, kepentingan, PHK, antar 
serikat pekerja dalam satu perusahaan…“ 
 
Bahwa apabila terjadi pelanggaran hak 
pekerja/buruh outsourcing dalam hal ini berkaitan 
dengan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan 
outsourcing PT. GKS maka berdasarkan Undang-
Undang  No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial, pihak yang 
berselisih bisa menyelesaikannya melalui prosedur 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
dapat dilakukan secara bipartit, tripartit dan 
pengadilan hubungan industrial. Dalam hal terjadi 
perselisihan tersebut, pekerja/buruh yang berselisih 
dapat diwakili oleh serikat pekerja/serikat buruh 
dalam hal menyelesaikan perselisihan industrial, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mashudi (1 
Juli 2013), Bahwa : 
“…itu patokannya ada di UU no 2 tahun 2004 
ada namaya undang-undang tentang 
perselisihan perburuhan. Itu semua diatur lewat 
bipartit,, kalau tidak selesai lewat mediasi. 
Mediasi itu didisnaker, kalau tetep gak selesai 
itu dibawa ke PHI. Yang bisa ditangani itu ada 
4 macam perselisihan..” 
 
Penyelesaian perselisihan secara bipartit. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ninik 
selaku kepala BUMSHI (Bina Upah Minimum 
Syarat Syarat Kerja dan Hubungan Industrial) (3 
Juli 2013), bahwa: 
“..begini mbak,, prosedurnya penyelesaian 
itu dilakukan secara bipartit dulu 
diperusahaan itu,, oleh pihak yang berselisih 
itu tadi dalam waktu 30 hari kerja mbak,, bila 
mencapai kesepakatan,,, kemudian dibuatkan 
perjanjian bersama ditandatangani pihak 
pihak,, terus didaftar ke PHI… taapiii kalau 
tidak ada kesepakatan,, maka pihak itu tadi 
mencatatkan perselisihannya ke sini,, bagian 
BUMSHI.. BUMSHI itu bina upah minimum 
syarat syarat kerja dan hubungan industrial,, 
dengan adanya bukti bahwa sudah dilakukan 
upaya bipartit tapi gagal,, lah setelah itu 
pihak itu tadi dikasih penawaran,,, 
perselisihannya itu dilakukan dengan cara 
apa,, konsiliasi atau arbitrasi,,, dalam waktu 
7 hari apabila tidak memilih,, trus ini 
kemudian dilimpahkan ke mediator untuk 
dilakukan mediasi..” 
 
Penyelesaian perselisihan secara tripartit. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ninik (3 
Juli 2013), yang mengatakan bahwa : 
“..dalam waktu 7 hari apabila tidak memilih,, 
trus ini kemudian dilimpahkan ke mediator 
untuk dilakukan mediasi… disini itu 
kebanyakan cara penyelesaian secara mediasi 
mbak.. dalam cara penyelesaian melalui 
mediasi, mediator itu paling lambat 7 hari 
kerja harus sudah meneliti perkara yang 
terjadi,, kemudian mengadakan sidang 
mediasi dengan memanggil beberapa saksi,,, 
lah dari sidang tersebut bila ada kesepakatan 
maka akan dibuatkan perjanjian bersama 
kemudian dicatatkan ke pengadilan 
hubungan industrial,, itu tadi kan bila terjadi 
kesepakatan mbak,, tapi misal tidak ada 
kesepakatan,, maka mediator menegluarkan 
anjuran tertulis,, anjuran itu harus diberikan 
ke para pihak paling lambat 10 hari kerja,, 
kemudian oleh para pihak dalam waktu 
paling lambat 10 hari kerja sudah memberi 
jawabannya,, menerima atau menolak 
anjuran,, kalau menerima kemudian bersama 
dibantu oleh mediator paling lambat 3 hari 
kerja sudah membuat perjanjian bersama 
kemudian didaftar.. apabila menolak.. maka 
perselisihan itu tadi dilimpahkan ke 
pengadilan hubungan industrial,, dengan 
adanya gugatan dari pihak tersebut..” 
Penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial secara tripartit di Kabupaten Gresik 
banyak dilakukan dengan cara penyelesaian 
hubungan industrial melalui mediasi.. 
 
Melakukan Aksi Mogok Kerja/Unjuk Rasa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mashudi 
(1 Juli 2013), bahwa  
“.. selain itu tadi… upaya yang bisa ditempuh,, 
jadi mediasi itu kan upaya paling awal,, 
sebenarnya penyelesaian permasalahan 
diperusahaan yang paling bagus itu ya 
penyelesaian secara bipartit, kalau gak bisa 
bipartit ya mediasi Ya minimal penyelesaian 
secara bipartit dulu ,, kalau tidak bisa ya kita 
melakukan upaya hukum lain misalanya 
mogok kerja. Aksi demo itu termasuk upaya 
hukum,, Mogok kerja itu menghentikan 
pekerjaan didalam perusahaan..lah dalam 
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upaya ini harus diberitahukan tentang waktu, 
tempat,, dan alasanya.. dalam waktu paling 
lambat 7 hari sebelum melakukan mogok kerja 
harus diberitahukan kepada perusahaan dan 
tembusannya itu disampaikan ke kadisnaker, 
juga kekepolisian,, untuk dilakukan 
pengamanan…: 
 
Dalam pelaksanaan outsourcing di 
Kabupaten Gresik yang banyak terjadi pelanggaran 
terhadap hak-hak pekerja/buruh, dijelaskan oleh 
Bapak Kiswono (2 Juli 2013), bahwa : 
“..dalam pelaksanaan outsourcing ini ya.. 
mungkin di daerah-daerah lain juga seperti 
ini, tidak hanya di Kabupaten Gresik 
pelanggaran banyak terjadi.. pelanggaran 
yang mengabaikan hak-hak pekerja/buruh. 
Hal ini terjadi salah satunya disebabkan 
kurangnya kesadaran hukum oleh pekerja 
mengenai peran serikat pekerja itu… ya 
kebanyakan ini tidak ikut dalam organisasi 
serikat pekerja.. dari jumlah keseluruhan 
jumlah pekerja di Kabupaten Gresik ini yang 
ikut dalam organisasi serikat pekerja itu 
cuma 25 persen saja… lah kalau begini kan 
kita susah juga mbak..”  
 
Bentuk pengawasan ketenagakerjaan yang 
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik 
terhadap pelaksanaan outsourcing di Kabupaten Gresik. 
1. Bentuk-bentuk Pengawasan Ketenagakerjaan 
a. Mengirim Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke 
Perusahaan untuk Melakukan Pemeriksaan. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak 
Gatot (11 juni 2013), bahwa : 
“Ya.. dengan mengirim tim pengawas 
keperusahaan mbak,, pengawas 
ketenagakerjaan itu kan tugasnya 
mengawasi dan menegakkan pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagakerjaan.. laahh… itu kita sebagai 
pegawai pengawas melakukan pemeriksaan. 
Pemeriksaan ada sendiri-sendiri mbak,,, 
pemeriksaan pertama, kemudian 
pemeriksaan lagi,, istilahnya itu kontrol di 
perusahaan,, kemudian pemeriksaan khusus 
jika ada laporan kalau terjadi permasalahan 
ketenagakerjaan di perusahaan apa gitu 
misalanya… “ 
 
Berdasarkan penuturan Bapak Gatot (11 
Juni 2013), bahwa: 
“..sebagai pengawas ketenagakerjaan 
melakukan pemeriksaan itu ada hasil 
pemeriksaannya mbak,,, hasil pemeriksaan 
tersebut dicatat dalam akte pemeriksaan 
yang kemudian akte tersebut di simpan oleh 
perusahaan yang bersangkutan,, nyatetnya 
itu ya lengkap,, ada tanggal kapan kita 
melakukan pemeriksaan, hal apa yang kita 
peroleh saat melakukan pemeriksaan, 
kemudian saran kita terhadap perusahaan 
mengenai temuan apa yang kita 
peroleh…saat pemeriksaan di perusahaan 
itu kita datang, selain kita mencatatnya di 
akte pemeriksaan, hasil pemeriksaan itu 
juga kita buat dalam bentuk surat 
pemeriksaan perusahan yang ditandatangani 
oleh pengawas ketenagakerjaan dan kepala 
perusahaan,,, itu disimpan oleh pengawas 
dan digunakan untuk langkah selanjutnya 
apabila ditemukan pelanggaran mbak,, 
misalnya di pelaksanaan outsourcing kita 
temukan,, kalau PPJP yang melanggar 
misalnya terkait ijin PPJP nya ini ada apa 
ndak, MOU nya sudah didaftarkan ke 
disnaker apa belum, tenaga kerjanya sudah 
diikutkan JAMSOSTEK apa belum, 
upahnya sesuai UMK apa belum, trus 
pekerjanya ini melakukan pekerjaan yang 
bagaimana… lah ini kan pelanggaran-
pelanggaran seperti itu…” 
 
b. Memberikan pembinaan 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Bapak Gatot (11 Juni 2013), bahwa: 
 “..itu kalau kita melakukan pemeriksaan di 
perusahaan kita temukan suatu 
pelanggaran,, kemudian kita melakukan 
pembinaan mbak,, pembinaan kita itu ya 
dengan memberikan suatu peringatan… 
bentuk pembinaan kita seperti itu,,” 
Berdasarkan penuturan Bapak Pramono (24 
Juni 2013), bahwa : 
“..kepada perusahaan yang ditemukan 
melakukan pelanggaran saat pemeriksaan 
tadi, ya kemudian kita berikan peringatan 
dengan memeberikan nota pemeriksaan..” 
Berdasarkan penuturan Bapak Gatot (11 
Juni 2013), bahwa: 
“..hasil pemeriksaan oleh pegawai 
pengawas itu kan dituangkan kedalam nota 
pemeriksaan, istilahnya kita buat nota 
pemeriksaan pertama gitu mbak… apabila 
nota pemeriksaan pertama tidak dijawab 
dan dilaksanakan oleh perusahaan maka 
dikeluarkan nota pemeriksaan kedua dan 
diminta agar segera melaporkan segala 
sesuatunya dalam waktu yang telah 
ditentukan untuk meniadakan pelanggaran, 
apabila lewat waktu tersebut nota 
pemeriksaan kedua tidak dijawab dan 
dilaksanakan oleh perusahaan maka 
dikeluarkan nota pemeriksaan  ketiga,,, ini 
nota terakhir mbak,, dan apabila nota 
pemeriksaan ketiga ini tidak dihiraukan atau 
tidak dilaksanakan oleh perusahaan maka 
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terus perusahaan ini dilakukan proyustitia 
atau penyidikan..” 
 
c. Memberikan rekomendasi terkait sanksi atas 
sebuah pelanggaran. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gatot 
(17 Juni 2013), bahwa: 
“..ya itu setelah data-data lengkap, maka 
kita berhak mengajukan rekomendasi,,, ini 
nanti kan yang melanggar bisa diberi sanksi 
administrasi dan pidana,,, ya kita sebagai 
pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui 
rekomendasi itu yang melanggar bisa diberi 
sanksi administrasi, dan sanksi pidana.. “ 
 
2. Kendala dalam hal pengawasan ketenagakerjaan. 
Mengenai kendala yang dialami oleh pegawai 
pengawas ketenagakerjaan yaitu terkait kurangnya 
jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, dimana 
jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di 
Kabupaten Gresik ini hanya berjumlah 8 orang 
dengan perusahaan yang berjumlah sekitar 1000 
perusahaan, berikut penjelasan Bapak Gatot (17 Juni 
2013), bahwa : 
“..Kurang pengawas,, ya disini jumlah 
pengawasnya kurang, dengan ada jumlah 
perusahaan 1000, pengawasnya ini hanya 8 
orang  satu kabupaten,, paling nggak itu ya 
jumlahnya 15 orang,, Jadi untuk satu perusahan 
itu gak mesti tiap bulan ada pegawai pengawas 
yang datang,, kadang sampai satu tahun lebih 
baru datang lagi mbak,,” 
 
Pembahasan 
Pelaksanaan perlindungan atas hak pekerja/buruh 
outsourcing PT. GKS yang dipekerjakan di PT. NCA 
Kabupaten Gresik.  
1.  Perjanjian kerja antara PT. GKS dan pekerja/buruh 
outsourcing. 
a. Bentuk Perjanjian Kerja 
Bahwa pekerjaan ini bukan merupakan 
pekerjaan penunjuang dalam perusahaan pemberi 
kerja. Mengenai jenis pekerjaan yang dikerjakan 
oleh pekerja/buruh berbeda beda sesuai 
kesepakatan dalam perjanjian kerja oleh masing-
masing pekerja/buruh outsourcing dengan PT. 
GKS.Terkait dengan jenis pekerjaan yang 
disepakati dalam perjanjian kerja oleh 
pekerja/buruh outsourcing tersebut, maka 
perjanjian kerja yang mengatur jenis pekerjaan 
telah melanggar ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Sehubungan dengan ketentuan 
jenis pekerjaan penunjang dijelaskan dalam pasal 
17 ayat 3 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 
tentang syarat-syarat penyerahan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, 
yang menyatakan bahwa: 
Kegiatan jasa penunjang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
(1) usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); 
(2) usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh 
(catering); 
(3) usaha tenaga pengaman (security/satuan 
pengamanan);   
(4) usaha jasa penunjang di pertambangan dan 
perminyakan; dan 
(5) usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. 
Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan 
bahwa apabila ketentuan tersebut dilanggar maka 
demi hukum status hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja 
antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi kerja. 
Dalam hal ini maka status hubungan kerja 
pekerja/buruh outsourcing PT. GKS seharusnya 
beralih menjadi hubungan pekerja/buruh dengan 
PT. NCA sebagai perusahaan pemberi kerja. 
b. Waktu Kerja 
Perjanjian kerja ini melanggar ketentuan 
dalam pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa : 
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan 
waktu kerja. 
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) meliputi : 
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat 
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) 
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat 
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) 
hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 
Berdasarkan pasal tersebut bahwa pengusaha 
wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja dimana 
dalam ayat 2 dijelaskan ketentuan untuk waktu 6 
hari kerja yaitu 7 jam kerja tiap hari sedangkan 
untuk waktu 6 hari kerja yaitu 8 jam kerja tiap hari. 
c. Upah 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur 
Jawa Timur No. 81 tahun 2011 tentang Upah 
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 
2012, bahwa ditetapkan UMK Gresik sebesar 
Rp.1.257.000,00. Jadi dengan hal itu maka dapat 
dikatakan bahwa perusahaan memberikan upah 
kepada pekerja/buruh outsourcing lebih rendah dari 
upah minimum Kabupaten Gresik. Maka dengan ini 
perusahaan melakukan pelanggaran terhadap 
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ketentuan pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan 
bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih 
rendah dari upah minimum Kabupaten/Kota. 
Mengenai pengusaha yang melakukan pelanggaran 
ini akan diberikan sanksi pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) 
tahun dan /atau denda paling sedikit Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang 
paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta 
rupiah) (pasal 185 Undang-undang No. 13 Tahun 
2003). 
d. Uang Pesangon/ Uang Penghargaan Masa Kerja/ 
Uang Penggantian Hak 
Pemutusan hubungan kerja terjadi apabila 
dalam beberapa hal yaitu akibat perjanjian kerja 
jangka waktu tertentu, pekerja/buruh meninggal 
dunia, pekerja/buruh memasuki usia pension, PHK 
atas penetapan pengadilan, PHK atas kehendak 
pekerja/buruh dan PHK atas kehendak pengusaha 
(DeviRahayu, 223-230). Berdasarkan pernyataan 
dalam perjanjian kerja bahwa pemutusan hubungan 
kerja yang dimaksud merupakan pemutusan 
hubungan kerja oleh pengusaha, dikatakan bahwa 
pekerja/buruh tidak menuntut uang pesangon atau 
ganti rugi apabila dikeluarkan oleh perusahaan 
karena melanggar aturan-aturan yang berlaku. Hal 
ini bertentangan dengan ketentuan pasal 161 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Menurut  pasal tersebut, 
dikatakan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK 
apabila pekerja/buruh melanggar ketentuan yang 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja bersama, maka dengan ini 
pekerja/buruh berhak atas pesangon sebesar satu 
kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 
masa kerja sebesar satu kali ketentuan pasal 156 
ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 
pasal 156 ayat (4). 
Berdasarkan jangka waktu hubungan kerja 
yang dijalin antara pekerja/buruh outsourcing 
dengan PT. GKS berlangsung selama 1 (satu) 
tahun, maka pekerja/buruh yang mengalami PHK 
oleh perusahaan akibat melanggar aturan yang 
berlaku berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan 
pasal 156 ayat (2), yang menyatakan bahwa 
perhitungan uang pesangon bagi masa kerja kurang 
dari 1 (satu) tahun, maka mendapatkan uang 
pesangon sebesar 1 (satu) bulan upah dari yang 
diterima pekerja/buruh outsourcing tersebut. Untuk 
uang penghargaan masa kerja, pekerja/buruh PT. 
GKS yang mengalami PHK oleh perusahaan akibat 
melanggar aturan tidak mendapatkan uang 
penghargaan masa kerja karena tidak memenuhi 
syarat dalam ketentuan pasal 156 ayat (3). 
e. Tunjangan  
Peraturan yang mengatur tentang ketentuan 
tunjangan hari raya terdapat dalam Permenakertrans 
No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari 
Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di 
Perusahaan. Dalam pasal 2 ayat 1 Permenakertrans 
No. PER. 04/MEN/1994 menyatakan bahwa 
pengusaha  wajib  memberikan  THR  kepada  
pekerja  yang  telah mempunyai masa kerja 3 bulan 
secara terus menerus atau lebih. Dalam pasal 3 
Permenakertrans No. PER. 04/MEN/1994 yang 
mengatur tentang besarnya THR sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ditetapkan bahwa 
bagi pekerja  yang  telah  mempunyai  masa  kerja  
12  bulan  secara  terus menerus atau lebih 
mendapatkan THR sebesar 1 (satu) bulan upah. 
Berdasarkan pasal 3 Permenakertrans No. PER. 
04/MEN/1994 maka perjanjian kerja ini dikatakan 
melanggar karena sesuai pasal tersebut telah diatur 
secara pasti besaran THR yang diterima sedangkan 
dalam perjanjian kerja tidak dijelaskan menganai 
besaran THR yang diterima. 
Jadi dalam hal ini dengan melihat jangka 
waktu hubungan kerja yang disepakati antara 
pekerja/buruh outsourcing dengan PT. GKS yaitu 
selama 1 tahun maka pekerja/buruh tersebut 
seharusnya wajib menerima tunjangan hari raya 
sebesar 1 (satu) bulan upah yang diterima. 
2.  Pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja/buruh outsourcing 
PT. GKS di PT. NCA 
a. Jangka Waktu Hubungan Kerja 
Dalam pelaksanaan outsourcing di PT. NCA 
sudah sesuai dengan perjanjian kerja yang dibuat 
antara pekerja/buruh outsourcing dengan PT. GKS. 
Dimana dalam perjanjian kerja disebutkan bahwa 
hubungan kerja antara pihak pertama dan pihak 
kedua berlaku selama 12 bulan dan dalam 
pelaksanaanya hubungan kerja ini berakhir pada 
bulan Mei 2013 dan tidak dilakukan 
pembaruan/perpanjangan perjanjian kerja karena 
dalam perusahaan pemberi kerja sudah tidak ada 
lagi pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja/buruh 
outsourcing PT. GKS. 
b. Jenis Pekerjaan 
Dalam pelaksanaan untuk jenis pekerjaan 
yang dilakukan pekerja/buruh outsourcing tersebut 
sudah sesuai dengan apa yang telah disepakati 
dalam perjanjian kerja, dalam hal ini pekerja/buruh 
melaksanakan pekerjaan dibagian produksi maka  
perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap 
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ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Apabila melanggar ketentuan tersebut maka 
demi hukum status hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh seharusnya beralih menjadi 
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan 
perusahaan pemberi kerja. 
c. Waktu Kerja 
Berdasarkan keterangan mengenai waktu 
kerja yang dilakukan pekerja/buruh outsourcing PT. 
GKS di PT. NCA tidak melanggar ketentuan dalam 
pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan  
Apabila pekerja/buruh tersebut bekerja diluar 
jam sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja maka 
pekerja/buruh tersebut bekerja pada waktu hitungan 
jam lembur.  
d. Upah 
Dari hasil wawancara didapat keterangan 
bahwa pekerja/buruh outsourcing PT. GKS 
mendapatkan upah pokok dan tunjangan jabatan. 
Untuk upah pokok pada bulan Mei 2012 - April 
2013 sebesar Rp. 50.000,00 tiap hari kerja dan pada 
bulan Mei 2013 megalami kenaikan sehingga 
pekerja/buruh mendapatkan upah sebesar Rp 
66.000,00 tiap hari kerja sedangkan untuk 
pembayaran dilakukan 1 kali dalam 2 minggu yakni 
pembayaran dilakukan dalam 2 periode dalam 1 
bulan setiap tanggal 1 dan 16. Keterangan ini juga 
dibuktikan dengan slip gaji yang didapat dari 
pekerja/buruh outsourcing tersebut. 
Berdasarkan keterangan tersebut bahwa 
terdapat perbedaan dari besaran upah yang 
diperjanjikan di perjanjian kerja yang seharusnya 
mendapatkan upah sebesar Rp 50.280,00 tiap hari 
kerja, namun dalam pelaksanaannya mendapatkan 
upah sebesar Rp. 50.000,00 tiap hari kerja. Jadi 
dapat dikatakan bahwa dari pelaksanaan 
pembayaran upah terjadi tidak kesesuaian dengan 
perjanjian kerja. bahwa adanya pemotongan upah 
pekerja/buruh yang seharusnya mendapatkan upah 
sebesar Rp. 50.280 tiap hari kerja menjadi Rp 
50.000,00 tiap hari kerja dan dari keterangan Ibu 
Anis hal ini disebut sebagai saving karyawan 
dimana pemotongan tersebut nantinya akan 
diberikan kembali kepada pekera/buruh dalam 
bentuk tunjangan hari raya.  
Secara hukum, apabila pekerja tidak bekerja 
maka upah tidak dibayar, hal ini sesuai ketentuan 
pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan, pemotongan 
upah mengenai denda atas pelanggaran yang 
dilakukan pekerja dapat dilakukan apabila hal 
tersebut diatur secara tegas dalam suatu perjanjian 
tertulis atau perjanjian perusahaan (pasal 20 ayat 1 
PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah). 
Pemotongan upah pekerja karena suatu pembayaran 
terhadap negara atas iuran keanggotaan/peserta 
untuk suatu dana yang menyelenggarakan jaminan 
sosial dan ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan, maka secara hukum pemotongan 
tersebut merupakan kewajiban dari pekerja (pasal 
22 ayat [2] PP No. 8 Tahun 1981). 
Perusahaan dapat meminta pekerja 
mengganti rugi dengan melakukan pemotongan 
upah, apabila terdapat kerusakan barang atau 
kerugian lain yang dimiliki atau asset perusahaan 
maupun pihak ketiga yang dikarenakan kesengajaan 
atau kelalaian pekerja, sebagaimana diatur dalam 
pasal 23 ayat 1 PP No. 8 Tahun 1981 tentang 
Perlindungan Upah. Selanjutnya, besarnya 
pemotongan upah atas kerugian yang diderita oleh 
perusahaan yang disebabkan karena kesalahan atau 
pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja tidak 
boleh melebihi 50% dari besarnya upah pekerja, 
(pasal 23 ayat [2] Jo. pasal 24 ayat 1 Jo. ayat 2 PP 
No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah) 
.Dalam pelaksanaan outsourcing PT. GKS, 
pemotongan upah yang dilakukan oleh perusahaan 
bukan karena kewajiban yang ditentukan oleh 
negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan bukan juga karena pekerja 
melakukan kesalahan atau pelanggaran yang diatur 
dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, 
maka pemotongan upah sebesar Rp. 280.00 secara 
hukum bertentangan dengan hukum 
ketenagakerjaan yang berlaku.. 
e. Uang Pesangon  
Dalam hal lain dapat terjadi pada 
pelaksanaan outsourcing di PT. NCA adalah 
pemutusan hubungan kerja yang terjadi akibat 
berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi 
apabila telah berakhir waktu perjanjian kerja waktu 
tertentu maka hubungan kerja akan putus demi 
hukum, artinya hubungan kerja tersebut harus putus 
dengan sendirinya karena telah berakhirnya 
hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja 
waktu tertentu untuk pertama kali, dalam 
pelaksanaanya, pekerja/buruh outsourcing PT. GKS 
tidak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan, 
dimana hubungan kerja yang terjadi telah putus 
demi hukum.  
f. Tunjangan  
Bahwa pekerja menerima tunjangan hari raya 
pada tahun 2012 dalam bentuk uang yakni sebesar 
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Rp. 15.000,00. Berdasarkan pernyataan Ibu Anis 
yang menyatakan bahwa tunjangan hari raya yang 
diberikan adalah dari simpanan/saving 
pekerja/buruh yang diambil dari pemotongan upah 
pekerja/buruh. 
Mengenai besaran uang tunjangan hari raya 
pada tahun 2012 yang diterima oleh pekerja/buruh 
outsourcing tersebut pada bulan Agustus 2012, 
maka dihitung sejak hubungan kerja dibuat maka 
pekerja/buruh outsourcing tersebut sudah bekerja 
selama 3 bulan berturut-turut. Dalam 
pelaksanaannya pekerja/buruh hanya mendapat 
tunjangan hari raya sebesar Rp. 15.000,00 maka hal 
ini melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 
Permenakertrans No. PER. 04/MEN/1994 tentang 
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi 
Pekerja di Perusahaan yang dinyatakan bahwa 
pekerja/buruh  yang  mempunyai  masa  kerja  3  
bulan  secara  terus  menerus tetapi  kurang  dari  12  
bulan  diberikan  secara  proporsional  dengan masa 
kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12  x 1 
(satu)  bulan upah. Jadi seharusnya besaran 
tunjangan hari raya pada tahun 2012 yang didapat 
oleh pekerja/buruh yakni masa kerja/12 x 1 (satu) 
bulan upah, maka 3 bulan/12 x Rp. 1. 055.880,00 = 
Rp. 263.970,00. 
g. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1970 tentang Keselamatan kerja disebutkan syarat-
syarat keselamatan kerja, Syarat-syarat tersebut di 
atas harus memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah 
yang disusun secara teratur, jelas dan praktis. Salah 
satu cakupan dari pada kumpulan yang tersusun 
adalah perlengkapan alat-alat pelindung diri. 
Berdasarkan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. 
2/M/ BW/BK/1984, tentang Pengesahan Alat 
Pelindung Diri, untuk semua  karyawan yang 
bekerja  sesuai dengan bahaya dan risiko kerja guna 
untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan 
orang di sekelilingnya. Adapun alat-alat pelindung 
diri atau Personal Protective Equipment (PPE) 
sebagai berikut: 
1. Pelindung Kepala atau Helm (Hard Hat),  
2. Pelindung Telinga (Ear Plug/ Ear Muff).   
3. Pelindung Wajah (Face Shield)..  
4. Pelindung Hidung dan Mulut (Masker).  
5. Pelindung Tangan/Jari (Hands)..\ 
6. Pelindung Kaki (Safety Shoes).  
Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan tentang 
perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan 
kerja. Dalam keterbatasan penulis dalam 
mendapatkan data, maka penulis membatasi norma 
keselamatan kerja berdasarkan Instruksi Menteri 
Tenaga Kerja No. 2/M/ BW/BK/1984, tentang 
Pengesahan Alat Pelindung Diri dengan 
berdasarkan hasil pengamatan (14 Mei 2013) 
bahwa pekerja/buruh outsourcing tidak 
menggunakan pelindung kepala atau helm, tidak 
menggunakan pelindung telinga, tidak 
menggunakan pelindung wajah, tidak menggunakan 
masker atau pelindung mulut, tidak menggunakan 
pelindung tangan/jari yang berupa sarung tangan 
serta tidak menggunakan pelindung kaki/sepatu.  
Dari keterangan tersebut bahwa 
pekerja/buruh tidak mendapatkan hak untuk 
memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 
kesehatan kerja. Hal ini bertentangan dengan 
ketentuan pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa 
setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk 
memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan 
yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 
serta nilai-nilai agama.  
h. Kesejahteraan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut 
ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 
Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja . 
Bahwa program jaminan sosial tenaga kerja 
merupakan bentuk perlindungan ekonomis, dan 
perlindungan sosial. Berdasarkan ketentuan pasal 
17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan bahwa 
“Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam 
program jaminan sosial tenaga kerja”. pasal 6 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyatakan bahwa 
ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja 
meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan 
kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan 
kesehatan.  
Mengenai ketentuan kepesertaan tenaga kerja 
harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga 
kerja kontrak dalam program jaminan sosial tenaga 
kerja diatur secara terpisah atau tersendiri, yaitu 
diatur dalam Kepmenaker No. 
KEP.150/MEN/1999.  Dimana disebutkan dalam 
pasal 2 Kepmenaker No. KEP.150/MEN/1999  
Dalam hal ini, pelaksanaan outsourcing PT. 
GKS yang tidak mengikutkan pekerja dalam 
program jaminan sosial tenaga kerja maka dapat 
dikatakan perusahaan melakukan pelanggaran 
terhadap pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 13 
Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan 
bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak 
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untuk memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(JAMSOSTEK). Sanksi atas tidak dipenuhinya 
kewajiban menyelenggarakan jaminan sosial tenaga 
kerja bagi perusahaan yang diwajibkan, bila telah 
diberikan peringatan tetapi tetap tidak 
melaksanakan kewajiban maka dikenakan sanksi 
administrasi berupa pencabutan izin usaha (pasal 47 
huruf a PP no. 14 tahun 1993). 
 
Upaya hukum yang dilakukan oleh Serikat 
pekerja/Serikat buruh dalam hal terjadi pelanggaran hak 
pekerja/buruh outsourcing di Kabupaten Gresik. 
1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja 
bersama. 
Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 21 
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
menyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh 
mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan, 
pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan 
kesejahteraan. Dengan itu salah satu upaya yang 
dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam hal 
mencapai tujuan tersebut serta mencegah adanya 
permasalahan ketengakerjaan adalah dengan terlibat 
dalam pembuatan perjanjian kerja bersama. 
Sosioligis buruh adalah tidak bebas, sebagai 
orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari 
pada tenaganya itu, pekerja/buruh terpaksa untuk 
bekerja pada orang lain dan majikan inilah yang pada 
dasarnya menentukan syarat-syarat kerja itu 
(ImamSoepomo, 1980:7). Dalam hal ini pengusaha 
memiliki kekuasaan untuk memerintah yang 
kemudian pengusaha yang menentukan segalanya 
termasuk salah satunya dalam pelaksanaan 
outsourcing yang menimbulkan banyak permasalahan 
ketenagakerjaan dimana pekerja dalam pembuatan 
perjanjian kerja mempunyai kedudukan yang lemah,  
Berdasarkan hal tersebut maka diperlukannya 
suatu bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh 
yakni salah satunya dengan keberadaan serikat 
pekerja/buruh dalam pembuatan perjanjian kerja 
bersama. Dalam pembuatan perjanjian kerja bersama, 
kedua belah pihak yaitu serikat pekerja/buruh dan 
pengusaha mempunyai kedudukan yang sama untuk 
melakukan perundingan dan diberi hak untuk 
bersama-sama mengemukakan serta mempertahankan 
kepentingan masing-masing, Dengan adanya 
kedudukan yang sama ini sehingga bisa mencegah 
terjadinya permasalahan atau suatu bentuk 
pelanggaran yang terjadi misalanya dalam 
pelanggaran hak pekerja/buruh outsourcing yang 
terjadi di Kabupaten Gresik. 
Dalam kaitannya antara pembuatan perjanjian 
kerja bersama dan perjanjian kerja antara 
pekerja/buruh dan pengusaha tidak boleh 
bertentangan. Apabila bertentangan dengan perjanjian 
kerja bersama maka perjanjian kerja tersebut akan 
batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan 
dalam perjanjian kerja bersama (pasal 127 UU No. 13 
Tahun 2003). Ketentuan dalam perjanjian kerja 
bersama yang mengatur syarat-syarat kerja serta hak 
dan kewajiaban para pihak tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
apabila bertentangan maka akan batal demi hukum 
dan yang berlaku adalah peraturan perundang-
undangan (pasal 124 UU No. 13 Tahun 2003),  
Jadi dengan adanya ketentuan-ketentuan 
tersebut maka bisa dikatakan bahwa perjanjian kerja 
bersama merupakan suatu upaya yang ditempuh untuk 
menuju terciptanya hubungan industrial yang 
harmonis. Karena perjanjian kerja yang dibuat antara 
pekerja/buruh dan pengusaha tidak boleh 
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama 
sehingga secara tidak langsung dapat menciptakan 
perjanjian kerja yang baik tanpa adanya pelanggaran 
yang dapat merugikan pihak pekerja/buruh. 
2. Sebagai pihak yang mewakili pekerja/buruh dalam 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
Selain sebagai pihak dalam pembuatan 
perjanjian kerja bersama, serikat pekerja/buruh juga 
dapat mewakili pekerja/buruh dalam hal terjadi 
perselisihan hubungan industrial. Ada 4 macam 
perselisihan yaitu perselisihan hak, perselisihan 
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, 
dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu 
perusahaan.  
Bahwa apabila terjadi pelanggaran hak 
pekerja/buruh outsourcing dalam hal ini berkaitan 
dengan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan 
outsourcing PT. GKS maka berdasarkan Undang-
Undang  No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial, pihak yang 
berselisih bisa menyelesaikannya melalui prosedur 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
dapat dilakukan secara bipartit, tripartit dan 
pengadilan hubungan industrial. Dalam hal terjadi 
perselisihan tersebut, pekerja/buruh yang berselisih 
dapat diwakili oleh serikat pekerja/serikat buruh 
dalam hal menyelesaikan perselisihan industrial (pasal 
25 ayat 1 UU. No. 21 Tahun 2000),  
a. Penyelesaian perselisihan secara bipartit. 
Penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial secara bipartit dapat dilakukan dengan 
perundingan atau secara musyawarah untuk 
mencapai mufakat antara pekerja/buruh atau 
serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha 
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dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. 
(pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004).  
Seperti halnya disebutkan pada perjanjian 
kerja antara pekerja/buruh outsourcing dengan PT. 
Gresik Kian Sehatera dalam pasal 10 ayat 2 bahwa 
“Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan 
perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan 
menyelesaikan secara musyawarah untuk 
mufakat”. Dari pasal ini dapat dilihat suatu bentuk 
upaya penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial yang dapat dilakukan oleh kedua belah 
pihak yang mengadakan perjanjian kerja secara 
bipartit. Dalam kaitannya terhadap bentuk 
pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan 
outsourcing PT. GKS di PT. NCA yakni yang 
diatur dalam perjanjian kerja terkait masalah 
pengupahan. Pekerja/buruh bisa melakukan 
musyawarah/perundingan terkait masalah 
pengupahan dengan perusahaan sesuai 
kesepakatan pada perjanjian kerja yang dibuat, 
dimana pada pelaksanaan pengupahan yang 
diberikan kepada pekerja/buruh lebih rendah 
dengan ketentuan UMK Gresik tahun 2012 sebesar 
Rp. 1.257.000,00. 
Pasal 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 
menjelaskan bahwa apabila dalam perundingan 
secara bipartit telah mencapai kesepakatan 
penyelesaian, maka akan dibuat perjanjian 
bersama yang ditandatangani para pihak kemudian 
didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial 
pada Pengadilan Negri di wilayah perjanjian 
bersama disepakati yang kemudian diberikan akta 
bukti pendaftaran perjanjian bersama. 
Apabila tidak mencapai kesepakatan 
penyelesaian, maka salah satu pihak atau kedua 
belah pihak dapat melakukan pencatatan 
perselisihannya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Gresik di bagian BUMSHI (Bina Upah Minimum 
Syarat syarat kerja dan Hubungan Industrial) 
dengan melampirkan bukti bahwa telah dilakukan 
upaya penyelesaian secara bipartit yang kemudian 
pihak yang berselisih tersebut diberi penawaran 
untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui 
konsiliasi atau arbitrase. Apabila dalam waktu 7 
hari kerja para pihak yang berselisih tidak 
menetapkan cara penyelesaian maka akan 
dilimpahkan kepada mediator untuk dilakukan 
mediasi. 
b. Penyelesaian perselisihan secara tripartit. 
Penyelesaian hubungan industrial secara 
tripartit dapat dilakukan dengan cara mediasi, 
konsiliasi, dan arbitrase. pasal 8 Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan 
Industrial dijelaskan bahwa penyelesaian 
perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh 
mediator yang berada di setiap kantor instansi 
yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota, penyelesaian 
industrial melalui mediasi meliputi perselisihan 
hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar 
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 
perusahaan. Sedangkan dalam pasal 18 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan 
Hubungan Industrial dijelaskan bahwa konsiliasi 
merupakan cara penyelesaian yang meliputi 
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 
hubungan kerja atau perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 
melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja/buruh 
bekerja. Pasal 29 Undang-Undang No. 2 Tahun 
2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial 
dijelaskan bahwa arbritrase merupakan cara 
penyelesaian hubungan industrial yang meliputi 
perselisihan kepentingan dan perselisihan antar 
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 
perusahaan. 
Dalam kaitannya pada pelaksanaan 
outsourcing PT. GKS di PT. NCA bahwa dalam 
perjanjian kerja disebutkan pada pasal 10 ayat 3 
menyatakan bahwa :  
“Apabila secara musyawarah untuk mufakat 
tidak memuaskan kedua belah pihak, maka 
akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk 
maksud tersebut kedua belah pihak memilih 
tempat kediaman hukum yang tidak 
berubah pada kantor Disnakertrans wilayah 
Sidoarjo/Gresik Jawa Timur”. 
Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa 
apabila musyawarah yang dilakukan antara kedua 
belah pihak yakni pekerja/buruh outsourcing 
dengan PT. GKS tidak memuaskan atau tidak 
menemukan jalan keluar misalnya terkait 
pengupahan yang diterima rendah maka 
perusahaan memberikan perlindungan hukum 
kepada pekerja/buruh melalui kesepakatan dalam 
perjanjian kerja untuk menyelesaikan melalui jalur 
hukum. Jalur hukum dalam hal ini bisa ditempuh 
melalui cara tripartit dan terakhir melalui 
pengadilan hubungan industrial. 
Penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial secara tripartit di Kabupaten Gresik 
banyak dilakukan dengan cara penyelesaian 
hubungan industrial melalui mediasi. Mediasi 
dilakukan oleh mediator yang dalam tugasnya 
mediator paling lambat dalam waktu 7 hari kerja 
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sudah melakukan penelitian tentang perkara yang 
terjadi dan mengadakan sidang mediasi dengan 
memanggil beberapa saksi yang terkait. Apabila 
dalam sidang mediasi telah mencapai kesepakatan 
maka dibuat perjanjian bersama yang 
ditandatangani oleh para pihak yang kemudian 
didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial. 
Apabila tidak mencapai kesepakatan maka 
mediator mengeluarkan anjuran tertulis yang harus 
diberikan kepada para pihak yang berselisih dalam 
jangka waktu paling lambat 10 hari kerja terhitung 
sejak sidang mediasi. Kemudian para pihak yang 
berselisih dalam jangka waktu paling lambat 10 
hari kerja sejak menerima anjuran tertulis, harus 
sudah memberikan pendapatnya untuk menerima 
atau menolak anjuran tertulis dari mediator. 
Apabila para pihak yang berselisih menerima 
anjuran maka dengan dibantu oleh mediator paling 
lambat 3 hari kerja membuat perjanjian bersama 
yang kemudian didafarkan pada pengadilan 
hubungan industrial, apabila pihak yang berselisih 
menolak anjuran maka penyelesaian hubungan 
industrial akan dilimpahkan ke pengadilan 
hubungan industrial dengan cara pengajuan 
gugatan oleh salah satu pihak. 
 
3. Melakukan Aksi Mogok Kerja/Unjuk Rasa 
Upaya lain yang bisa dilakukan oleh serikat 
pekerja/buruh yaitu dengan melakukan mogok kerja 
di perusahaan apabila terjadi gagalnya perundingan. 
Mogok kerja merupakan hak dasar yang dimiliki 
pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang 
dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat 
gagalnya perundingan (pasal 137 UU. No. 13 Tahun 
2003). 
Berdasarkan pasal 137 Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa 
pekerja/buruh berhak untuk melakukan mogok kerja 
di perusahaan, maka dalam hal ini apabila 
perundingan atau jalur hukum yang dilakukan oleh 
pekerja/buruh mengalami kegagalan maka 
pekerja/buruh berhak melakukan mogok kerja. Dalam  
upaya mogok kerja yang dilakukan oleh serikat 
pekerja paling lambat 7 hari kerja sebelum melakukan 
mogok kerja wajib memberitahukan secara tertulis 
kepada pimpinan perusahaan dan tembusan kepada 
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, 
Kepolisian dengan memberitahuakan waktu, tempat 
dan alasan mogok kerja.  
Selain mogok kerja, serikat pekerja juga bisa 
melakukan unjuk rasa diluar perusahaan dengan 
dibantu oleh federasi serikat pekerja Kabupatan 
Gresik. Dalam upaya unjuk rasa tersebut, federasi 
serikat pekerja Kabupaten Gresik yang tergabung 
dalam SEKBER kabupaten gresik bisa mengajukan 
permohonan aksi solidaritas (unjuk rasa) kepada 
SEKBER, kemudian dari surat permohonan tersebut 
maka SEKBER Kabupetan Gresik bisa membuat surat 
permohonan perwakilan ke setiap perusahaan yang 
memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam 
federasi serikat pekerja di SEKBER Kabupaten 
Gresik.  
Pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan 
outsourcing di Kabupaten Gresik salah satunya 
disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran hukum 
pekerja/buruh mengenai peran serikat pekerja/serikat 
buruh dan tidak ikut berorganisasi kedalam serikat 
pekerja/buruh. Dengan kenyataan seperti ini, maka 
serikat pekerja/buruh juga tidak bisa bekerja secara 
maksimal dalam hal memperjuangkan dan membela 
hak-hak pekerja/buruh sesuai yang diatur dalam 
hukum ketenagakerjaan yang berlaku. 
 
Bentuk pengawasan ketenagakerjaan yang 
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik 
terhadap pelaksanaan outsourcing di Kabupaten  
1. Bentuk-bentuk Pengawasan Ketenagakerjaan 
a. Mengirim Tim Pengawas Ketenagakerjaan ke 
Perusahaan untuk Melakukan Pemeriksaan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pegawai pengawas ketenagakerjaan Kabupaten 
Gresik bahwa bentuk-bentuk pengawasan yang 
dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan 
yaitu dengan mengirim tim pengawas 
ketenagakerjaan ke tiap perusahaan dengan jalan 
melakukan pemeriksaan berdasarkan tahap tahap 
pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan (pasal 4 
Permenaker No. 3 Tahun 1984 tentang 
pengawasan ketenagakerjaan terpadu), antara lain: 
(a) Pemeriksaan pertama 
(b) Kontrol. 
(c) Pemeriksaan khusus. 
Dalam melakukan pemeriksaan di 
perusahaan atau tempat kerja, pegawai pengawas 
ketenagakerjaan melakukan pencatatan hasil 
pemeriksaan dalam buku akte pengawasan 
ketenagakerjaan yang disimpan oleh pengusaha 
atau pengurus perusahaan yang bersangkutan. 
Selain dicatat di dalam akte pengawasan 
ketenagakerjaan, pegawai pengawas 
ketenagakerjaan juga mengeluarkan surat hasil 
pemeriksaan yang ditandatangani oleh pimpinan 
perusahaan dan pegawai pengawas 
ketenagakerjaan. Kemudian surat hasil 
pemeriksaan tersebut disimpan oleh pegawai 
pengawas ketenagakerjaan yang melakukan 
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pemeriksaan untuk melakukan tindakan 
selanjutnya apabila selama pemeriksaan di 
perusahaan atau tempat kerja tersebut telah 
ditemukan hal yang melanggar peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan. Termasuk 
dalam kaitanya apabila terjadi pelanggaran 
pelaksanaan outsourcing oleh perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh, maka sebagai 
pengawas ketenagakerjaan melakukan 
pemeriksaan yang terkait dengan izin usaha 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, bukti 
pendaftaran perjanjian penyediaan jasa 
pekerja/buruh, perlindungan upah dan 
kesejahteraan, serta syarat-syarat kerja.  
b. Memberikan pembinaan 
Apabila dalam hal melakukan pemeriksaan 
telah ditemukan pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan, maka 
pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan 
pembinaan yang berupa pemberian peringatan 
kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran. 
Termasuk dalam kaitannya apabila terjadi 
pelanggaran pelaksanaan outsourcing oleh 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh,  
Bahwa peringatan atau teguran diberikan 
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan 
berdasarkan surat hasil pemeriksaan, dimana 
peringatan tersebut dapat diberikan dengan 
mengeluarkan nota pemeriksaan untuk diberikan 
kepada pimpinan perusahaan yang berisi 
keterangan dan saran yang dibuat oleh pegawai 
pengawas ketenagakerjaan untuk dilaksanakan 
oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai batas 
waktu yang telah ditentukan 
Apabila lewat batas waktu tersebut pihak 
perusahaan belum menindaklanjuti semua isi nota 
pemeriksaan maka pegawai pengawas 
ketenagakerjaan mengeluarkan nota pemeriksaan 
kedua sebagai peringatan ke II (dua) dan diminta 
agar segera melaporkan segala sesuatunya dalam 
waktu yang telah ditentukan untuk meniadakan 
pelanggaran sesuai saran pada nota pemeriksaan, 
apabila lewat batas waktu yang telah ditentukan 
tersebut pihak perusahaan belum menindaklanjuti 
semua isi nota pemeriksaan maka pegawai 
pengawas ketenagakerjaan mengeluarkan nota 
pemeriksaan ketiga sebagai peringatan ke III 
(terakhir) dan diminta agar segera melaporkan 
segala sesuatunya dalam waktu yang telah 
ditentukan untuk meniadakan pelanggaran sesuai 
saran pada nota pemeriksaan dan apabila tidak 
dilaksanakan maka pegawai pengawas 
ketenagakerjaan melakukan tindakan Proyustitia 
(penyidikan 
c. Memberikan rekomendasi terkait sanksi atas 
sebuah pelanggaran. 
Pegawai pengawas ketenagakerjaan berhak 
memberikan rekomendasi terkait sanksi yang akan 
diberikan kepada perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh yang melanggar peraturan 
perundang-undangan. Rekomendasi dapat dibuat 
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan  terkait 
sanksi yang diberikan yaitu sanksi administrasi 
dan sanksi pidana 
(1) Sanksi administrasi  
Sanksi administrasi dapat diberikan kepada 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang 
melanggar peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan dengan melalui surat 
rekomendasi dari pegawai pengawas 
ketenagakerjaan melalui Kepala Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Gresik yang kemudian 
diberikan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja 
Provinsi untuk mencabut izin operasional 
perusahan penyedia jasa pekerja/buruh 
tersebut. 
(2) Sanksi pidana  
Sanksi pidana dapat diberikan kepada 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang 
melanggar peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan 
dan penyidikan oleh pegawai pengawas 
ketenagakerjaan yang kemudian data-data 
tersebut dilimpahkan ke kepolisian, dari 
kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan untuk 
diadakan persidangan ke pengadilan yang 
kemudian mengenai ketentuan sanksi pidana 
yang akan diberikan kepada perusahaan 
tersebut sesuai keputusan hakim.  
 
2. Kendala dalam hal pengawasan ketenagakerjaan. 
Mengenai kendala yang dialami oleh pegawai 
pengawas ketenagakerjaan yaitu terkait kurangnya 
jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, dimana 
jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di 
Kabupaten Gresik ini hanya berjumlah 8 orang 
dengan perusahaan yang berjumlah sekitar 1000 
perusahaan. 
Dalam kegiatan pemeriksaan ke perusahaan, 
pegawai pengawas ketenagakerjaan dijadwalkan 
melakukan pengawasan ke 5 perusahaan dalam satu 
bulan.dengan jumlah sekitar 1000 perusahaan. 
Apabila dalam 1 bulan, 1 pegawai pengawas 
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan ke 
perusahaan sebanyak 5 perusahaan, maka 8 pegawai 
Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 1 Volume 3 Tahun 2013 
 
pengawas ketenagakerjaan dalam 1 bulan melakukan 
pemeriksaan sebanyak 40 perusahaan. Jadi dalam satu 
tahun pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan 
pemeriksaan sebanyak 480 perusahaan sedangkan 
jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik sekitar 1000 
perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa lebih dari 
50% dari jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik 
dalam waktu 1 tahun tidak dilakukan pemeriksaan 
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan 
 
PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan perlindungan atas hak pekerja/buruh 
outsourcing PT. GKS yang dipekerjakan di PT. NCA 
dalam perjanjian kerja yang disepakati antara 
pekerja/buruh outsourcing dengan PT. GKS secara 
umum belum melindungi hak pekerja/buruh 
outsourcing dan perjanjian ini melanggar ketentuan 
dan syarat-syarat outsourcing sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
2. Dalam upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
serikat pekerja/serikat buruh dalam hal 
memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh yaitu 
diantaranya sebagai pihak dalam pembuatan 
perjanjian kerja bersama, sebagai pihak yang 
mewakili pekerja/buruh dalam penyelesaian hubungan 
industrial serta melakukan aksi mogok kerja/unjuk 
rasa apabila terjadi gagalnya perundingan. Dalam 
upaya hukum yang dilakukan serikat pekerja/serikat 
buruh masih belum bisa maksimal dimana hal ini bisa 
dilihat dari masih adanya pelanggaran  terhadap 
pelaksanaan outsourcing di Kabupaten Gresik, salah 
satunya disebabkan kurangnya tingkat kesadaran 
hukum yang dimiliki oleh pekerja/buruh mengenai 
keikutsertaan dalam organisasi serikat pekerja/serikat 
buruh.  
3. Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh 
pegawai pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Gresik 
yaitu mengirimkan tim pengawas ketenagakerjaan ke 
perusahaan untuk melakukan pemeriksaan dan 
melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang 
melakukan pelanggaran berupa pemberian peringatan 
serta berhak memberikan rekomendasi kepada kepala 
dinas ketenagakerjaan Kabupaten Gresik untuk 
pemberian sanksi kepada perusahaan yang melakukan 
pelanggaran. Namun dalam hal ini, pegawai pengawas 
ketenagakerjaan Kabupaten Gresik dalam 
memberikan perlindungan hukum terhadap 
pekerja/buruh outsourcing kurang maksimal. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai 
pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik yang 
berakibat lemahnya pengawasan ke perusahaan-
perusahaan di Kabupaten Gresik dan dengan hal ini 
dapat memicu perusahaan untuk bisa bebas 
melakukan aktivitas usahanya tanpa memperhatikan 
ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. 
 
Saran 
1. Dalam kaitan pelaksanaan outsourcing oleh 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus lebih 
memperhatikan hak pekerja/buruh yang seharusnya 
diperoleh pekerja/buruh tersebut sesuai ketentuan 
dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku.  
2. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Serikat 
pekerja/serikat buruh harus berperan aktif dalam 
memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh termasuk 
hak-hak pekerja/buruh outsourcing. Solidaritas dan 
perjuangan serikat pekerja/serikat buruh harus 
mencerminkan kepentingan bersama dalam rangka 
melindungi pekerja/buruh dari kesewenangan 
pengusaha. Perjuangan mana pada akhirnya 
diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan 
dan memberikan rasa aman dalam bekerja. 
3. Guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial 
dan melindungi pekerja/buruh maka hukum 
ketenegakerjaan harus ditegakkan, oleh kerena itu 
perlu ada usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas 
pegawai pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Gresik 
sebagai penegak hukum ketenagakerjaan, dengan cara 
menambah jumlah pegawai pengawas 
ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik, memberikan 
sarana maupun fasilitas serta anggaran yang memadai 
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, serta 
peningkatan kompetensi pegawai pengawas 
ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan. 
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